
Aturan PNS Poligami, BKN: Sudah Ada Sejak 40 Tahun Lalu

PNS Wanita Dilarang Menjadi Istri Kedua

BANDUNG, Prolite – Ramai pemberitaan di media massa dan media sosial tentang aturan PNS
Poligami.

PNS Pria bisa beristri lebih dari satu dan larangan bagi PNS Wanita menjadi Istri Kedua,
Ketiga, atau Keempat, diakui Badan Kepegawaian Negara sebenarnya sudah ada sejak 40
tahun lalu dan bukan kebjakan BKN.

Kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Ketentuan
mengenai dibolehkannya PNS Pria yang beristri lebih dari seorang maupun PNS Wanita yang
dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat, namun sudah lama diatur di dalam regulasi
mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian PNS (PP 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan PP 45 Tahun 1990).

Baca Juga:HARMONISASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI WUJUD
KOLABORASI DALAM MENGATASI KASUS ANAK TERLANTAR

“Tentang Izin Bagi PNS Pria untuk beristri lebih dari seorang (PNS Poligami, red) Bahwa
persyaratan dan ketentuan mengenai izin untuk beristri lebih dari seorang bagi PNS Pria
diatur secara ketat dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya
mengatur mengenai syarat alternatif, syarat kumulatif, dan kewenangan pejabat untuk
menolak,” tulis BKN dalam keterangan persnya, beberapa waktu lalu.

BKN memberikan izin kepada PNS Pria yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih
dari seorang dengan persyaratan alternatif yang harus dipenuhi oleh PNS Pria yang diatur
dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi PNS yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,. atau istri tidak dapat
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melahirkan keturunan.

Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983
tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa kondisi
diatas harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Baca Juga:BOA Gelar Sunmori dan Halal Bihalal, Perkuat Kebersamaan di Momen
Idul Fitri

Sedangkan syarat kumulatif adalah sarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh PNS Pria
untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yaitu,
ada persetujuan tertulis dari istri, PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang
cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan
surat keterangan pajak penghasilan dan, ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan
bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pejabat pemerintah tidak memberikan izin bagi PNS
Pria yang mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang apabila bertentangan dengan
ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tidak
memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat
kumulatif dalam ayat (3), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau ada
kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai PNS Pria yang beristri lebih dari seorang
berdampak pada status kepegawaian yang bersangkutan dan diancam dengan salah satu
hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Sedang, larangan bagi PNS Wanita menjadi istri Kedua/Ketiga/Keempat diatur dalam Pasal 4
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang
berbunyi “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri
kedua/ketiga/keempat”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dinyatakan bahwa ketentuan ini mengandung
pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang
menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, menjadi istri kedua/ketiga/keempat
bagi PNS wanita adalah merupakan larangan yang akan berdampak terhadap status
kepegawaian yang bersangkutan dan diancam dengan hukuman disiplin berupa
pemberhentian.

Bahwa ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
memiliki tujuan utama yakni agar setiap PNS dapat melaksanakan tugasnya dan tidak
terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya dengan menjaga tingkah laku,
tindakan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan pula bahwa “PNS Poligami” menurut regulasi tersebut, memang dibolehkan
namun harus memenuhi berbagai macam persyaratan serta mendapatkan persetujuan dari
Pejabat yang berwenang, sehingga prosesnya cukup panjang dan selektif.(kai)

Baca Selanjutnya
Developer Tidak Transparan, Warga Datangi DPRD Kota Bandung
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